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Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat,
maka Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 dapat disusun dengan
mengacu kepada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024 - 2026 sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika pembangunan ke depan.

Akhirnya diharapkan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ini dapat meningkatkan
akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas untuk

mencapai tujuan organisasi.

Medan, 5 Desember 2023

; ORUS, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
> /9670119 198803 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dibentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat
Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Utara diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor
37 tahun 2018. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang

diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) memberikan amanat bahwa perencanaan
daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah oleh
Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) khususnya RPJMD Provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun
yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) setiap 1 tahun serta Rencana Kerja (Renja) Tahunan oleh perangkat

daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, pasal 84 menyebutkan RPJMD yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota
menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta
digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat

Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan




pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut mampu
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel
di bidang komunikasi dan informatika. Saat ini perkembangan dunia terkait
dengan komunikasi dan informatika atau lebih familiar orang menyebut dunia
TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) mengalami kemajuan yang sangat
pesat. Sehingga aktivitas pemerintah dalam siklus birokrasi dan pelayanan

publikpun harus menyesuaikan.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
sebenarnya telah didorong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang mengamanatkan
setiap Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing - masing guna
terlaksananya pengembangan e-government secara nasional. Pelayanan
pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (egovernment)
diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan ke arah efektifitas
pelayanan publik serta pelayanan antar instansi Pemerintah (Government to
Citizen, Government to Business, Government to Employee, Government to

Government).

Tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik berbasis
teknologi informasi di era keterbukaan (transparansi) yang semakin meningkat
perlu didukung dengan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) dalam rangka mewujudkan Good Governance, sehingga
diperlukan infrastruktur TIK yang memadai sebagai pendukung terwujudnya
pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah,;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah,;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,
kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Darerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;




11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan
Keuangan Daerah,;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Darerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008
Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara tahun 2008 Nomor 12);

15. Peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2023 tentang Susunan Organissali

Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud

1. Sebagai pedoman arah pembangunan di bidang penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Provinsi

Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2023;

2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan Pembangunan

dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Provsu Tahun 2023 — 2026 adalah:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
provinsi Sumatera Utara sebagai wujud pertanggung jawaban dalam

mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.




b. Sebagai pedoman dalam menyususn Rencana Kerja (Renja) setiap

tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu tahun 2018-

2023 dengan sistematika sebagai berikut :
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BAB I

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Sumatera Utara.

a. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan
komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik sektoral,
bidang persandian dan keamanan informasi.

b. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
menyelenggarakan fungsi:

c. perumusan kebijakan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi
publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan
informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. perumusan kebijakan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi
publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan
informasi sesuai dengan lingkup tugasnya,;

€. perumusan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan
di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik
sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

f. perumusan administrasi kebijakan pemerintahan di bidang informasi
dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral,
persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan

g. perumusan tugas lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

mempunyai uraian tugas:




e menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan penyempurnaan,
penetapan, pengaturan, pembinaan, pengoordinasian,
pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi, advokasi, pengawasan dan
evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang
informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik
sektoral, persandian dan keamanan informasi;

e merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian dan pembinaan kebijakan penyelenggaaraan
pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi
informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi
jangka menengah dan tahunan;

¢ merumuskan koordinasi lintas sektor, lintas program dan kerjasama
kemitraan dengan pihak terkait dalam kebijakan penyelenggaraan
kebijakan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik,
aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan
informasi;

e merumuskan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan
fungsi jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator
kinerja dinas;

e merumuskan penataan pembinaan dan pengoordinasian dinas;

e merumuskan pelayanan administrasi internal dan eksternal dinas;

e merumuskan penetapan program kerja dan rencana kerja dinas;

e merumuskan pengendalian tugas dan fungsi dinas serta
pengoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis;

e menyelenggarakan tugas sebagai government chief information
officer (GCIO) daerah,;

e merumuskan pemberian masukan kepada gubernur melalui
sekretaris daerah; dan

e merumuskan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas dan fungsinya kepada gubernur melalui sekretaris daerabh.




Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dibantu:

1. Sekretariat;

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

Bidang Aplikasi Informatika;

Bidang Statistik Sektoral; dan

i A DN

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

A. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas di bidang
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, program dan
akuntabilitas.

(2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
. menyelenggarakan administrasi umum;

. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

a

b

c. menyelenggarakan administrasi keuangan;

d. menyelenggarakan perlengkapan;

e. menyelenggarakan urusan rumah tangga,

f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan program,
anggaran dan perundang-undangan;

g. menyelenggarakan koordinasi tugas bidang;

h. menyelenggarakan pengelolaan kearsipan dinas;

I. monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

j. menyelenggarakan pengelolaan anggaran dinas;

k. menyelenggarakan tugas administrasi umum dinas;

|.  menyelenggarakan koordinasi program kegiatan dinas;

m. menyelenggarakan verifikasi hasil audit komunikasi publik;

n. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pembinaan
profesi komunikasi publik;

0. menyelenggarakan fasilitasi kesekretariatan komisi informasi; dan

p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(3) Sekretaris dinas mempunyai uraian tugas:




a. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,

b. menyelenggarakan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyelenggarakan perumusan kebijakan, standar dan prosedur dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan, standar dan prosedur dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. menyelenggarakan rencana program Kkerja sekretariat dan bidang-

bidang;
f. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
g. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
h. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;

menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

J. menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia lingkungan dinas;

k. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis (renstra),
rencana kerja dan anggaran (RKA) / dokumen pelaksanaan anggaran
(DPA), laporan kinerja (LK), laporan keterangan pertanggungjawaban
(LKPJ) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dinas;

l.  menyelenggarakan pelaksanaan kesekretariatan dan tata usaha, serta
koordinasi penyusunan program kerja komisi informas

m. menyelenggarakan fasilitasi advokasi, sosialisasi dan penyelesaian
sengketa informasi komisi informasi;

n. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

0. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;

p. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan
dan pengelolaan unsur rumah tangga dan perlengkapan/peralatan
kantor;

g. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan,
keprotokolan dan hubungan masyarakat;

r. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;

s. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;




t. menyelenggarakan koordinasi pelaporan, evaluasi, monitoring atas
kegiatan bidang-bidang di lingkup dinas;

u. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

v. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

w. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal dinas;

X. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

y. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sekretaris dinas dibantu oleh

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

KASUBBAG UMUM :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. melaksankan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya,

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kebijakan, standar dan prosedur dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program
kegiatan dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan subbag umum dan kepegawaian;

f. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan, penerimaan,
pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;

g. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian,
rencana kebutuhan pegawai/aparatur sipil negara;

h. melaksanakan urusan mutasi, penyiapan dan pengusulan kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, jabatan




fungsional, pemberhentian/pensiun pegawai, peninjauan masa kerja,
pemberian penghargaan/tanda jasa, tugas/ijin belajar, pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;

i. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawali,
menganalisa jabatan, menganalisa beban kerja dan evaluasi kinerja
pegawai/aparatur sipil negara;

j. melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan dan
pengembangan karier pegawai di lingkup dinas;

k. melaksanakan pembinaan pada pejabat fungsional umum/tertentu di
lingkup dinas;

I. melaksanakan penyiapan dan pendistribusian bahan-bahan berupa
buku, produk-produk hukum, modul, leaflet, brosur;

m. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan evaluasi produk-produk
hukum;

n. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
lingkungan dinas;

o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan kendaraan di
lingkungan dinas, serta ketertiban, keindahan, keamanan dan
pelayanan dinas;

p. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, pelayanan
umum, pelayanan minimal, keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat
dan indeks kepuasan masyarakat;

g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengorganisasian dan
ketatalaksanaan dinas;

r. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

s. melaksanakan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan rancangan
dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

t. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

v. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

sub bagian umum dan kepegawaian;




w. melaksanakan kesekretariatan dan tata usaha, serta koordinasi
penyusunan program kerja komisi informasi;

X. melaksanakan fasilitasi advokasi, sosialisasi dan penyelesaian
sengketa informasi komisi informasi;

y. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi sub bagian umum
dan kepegawaian;

z. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu
kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
informasi dan komunikasi publik.

(2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup bidang
informasi dan komunikasi publik;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan
di bidang informasi dan komunikasi publik;

c. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan
komunikasi publik;

d. menyelenggarakan evaluasi urusan pemerintahan di bidang informasi
dan komunikasi publik;

e. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai
standar yang ditetapkan; dan

f. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(3) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,

b. menyelenggarakan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran

dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,;




c. menyelenggarakan perumusan kebijakan, standar dan prosedur dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya,

d. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan, standar dan prosedur dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya,;

e. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang informasi dan
komunikasi publik;

f. menyelenggarakan monitoring opini dan aspirasi publik;

g. menyelenggarakan monitoring informasi dan penetapan agenda
prioritas komunikasi pemerintah daerabh;

h. menyelenggarakan pengelolaan konten dan perencanaan media
komunikasi publik;

i. menyelenggarakan pengelolaan media komunikasi publik;

j.  menyelenggarakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;

k. menyelenggarakan pelaksanaan layanan hubungan media;

l.  menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;

m. menyelenggarakan penyiapan, pengelolaan dan evaluasi penanganan
komunikasi krisis;

n. menyelenggarakan pemantauan, pemilihan dan evaluasi isu publik di
media massa dan media sosial,

o. menyelenggarakan pengumpulan pendapat umum;

p. menyelenggarakan pemantauan informasi kebijakan yang terkait
dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas pemerintah
daerah;

g- menyelenggarakan evaluasi dan penetapan agenda prioritas
pemerintah daerabh;

r. menyelenggarakan pengemasan konten informasi publik;

s. menyelenggarakan media komunikasi publik milik pemerintah daerabh;

t. menyelenggarakan penyusunan strategi komunikasi publik;

u. menyelenggarakan diseminasi pesan di media;

v. menyelenggarakan evaluasi penggunaan media komunikasi publik;

w. menyelenggarakan pemantauan dan pengelolaan pengaduan

masyarakat;




x. menyelenggarakan kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat,
kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif dan
kelompok strategis;

y. menyelenggarakan siaran pers;

z. menyelenggarakan pengelolaan ruang pers;

aa. menyelenggarakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan
dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin
redaksi dan liputan media,

bb. menyelenggarakan pemantauan pemuatan siaran pers di media;

cc. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
bidang informasi dan komunikasi publik;

dd. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

ee. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Aplikasi Informatika

(1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu kepala dinas
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aplikasi
informatika.

(2) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

a. menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup bidang aplikasi
informatika;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan
di bidang aplikasi informatika;

c. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika;

d. menyelenggarakan evaluasi urusan pemerintahan di bidang aplikasi
informatika;

e. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai
standar yang ditetapkan;

f. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(3) Kepala Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai uraian tugas:




a. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. menyelenggarakan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran
dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,;

c. menyelenggarakan perumusan kebijakan, standar dan prosedur dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya,;

d. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan, standar dan prosedur dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya,

e. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang aplikasi
informatika;

f. menyelenggarakan penyusunan rencana induk dan anggaran
pemerintahan berbasis elektronik;

g. menyelenggarakan pengaturan nama domain pemerintah daerah;

h. menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap portal dan situs web
organisasi perangkat daerah;

I. menyelenggarakan pendaftaran sistem elektronik pemerintah daerah;

j.  menyelenggarakan jaringan intra pemerintah daerabh;

k. menyelenggarakan jaringan komunikasi intra pemerintah daerah;

l.  menyelenggarakan pengembangan aplikasi dan proses bisnis layanan
pemerintah berbasis elektronik;

m. menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;

n. menyelenggarakan tata kelola sumber daya teknologi informasi dan
komunikasi;

0. menyelenggarakan penatakelolaan domain dan subdomain di
lingkungan pemerintah daerah;

p. menyelenggarakan fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis
dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs web
pemerintah daerabh;

g. menyelenggarakan tugas sebagai pejabat pendaftar sistem elektronik;

r. menyelenggarakan pengembangan sistem penghubung layanan
pemerintah daerabh;

s. menyelenggarakan penatakelolaan sumber daya teknologi informasi
dan komunikasi daerah;




t. menyelenggarakan penatakelolaan dokumen elektronik dan informasi
elektronik pemerintah daerabh;

u. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
bidang aplikasi informatika;

v. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

w. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Statistik Sektoral

(1) Bidang Statistik Sektoral mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik sektoral.

(2) Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

a. menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup bidang statistik
sektoral;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan
di bidang statistik sektoral,
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik sektoral;
menyelenggarakan evaluasi urusan pemerintahan di bidang statistik
sektoral;

e. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai
standar yang ditetapkan; dan

f.  menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(3) Kepala Bidang Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. menyelenggarakan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran
dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,;

c. menyelenggarakan perumusan kebijakan, standar dan prosedur dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya,;

d. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan, standar dan prosedur dinas

sesuai dengan lingkup tugasnya,




e. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang statistik sektoral;
menyelenggarakan identifikasi kebutuhan, pengumpulan, pengolahan,
analisis, metadata, dan diseminasi data sektoral,

g. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik
sektoral;

h. menyelenggarakan pengembangan infrastruktur statistik sektoral;

i. menyelenggarakan supervisi statistik sektoral kabupaten/kota;

J. menyelenggarakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai
data statistik sektoral sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah
daerabh;

k. menyelenggarakan penatakelolaan pusat data pemerintah daerah,;

[.  menyelenggarakan fasilitasi ekosistem provinsi cerdas;

m. menyelenggarakan pengelolaan dokumen elektronik dan informasi
elektronik pemerintah daerabh;

n. menyelenggarakan penyediaan ekosistem bagi terselenggaranya
provinsi cerdas;

0. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
bidang statistik sektoral;

p. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

g. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

(1) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas membantu
kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
persandian dan keamanan informasi.

(2) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:
a. menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup bidang

persandian dan keamanan informasi;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan

di bidang persandian dan keamanan informasi;




c. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian dan
keamanan informasi;

d. menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di
bidang persandian dan keamanan informasi;

e. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai
standar yang ditetapkan; dan

f. menyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(3) Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai uraian
tugas:

a. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. menyelenggarakan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran
dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,;

c. menyelenggarakan perumusan kebijakan, standar dan prosedur dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya,;

d. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan, standar dan prosedur dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang persandian dan
keamanan informasi;

f. menyelenggarakan persandian dan keamanan informasi pemerintah
daerabh;

g. menyelenggarakan penetapan pola hubungan komunikasi sandi dan
keamanan informasi antar perangkat daerabh;

h. menyelenggarakan penatakelolaan jaring komunikasi sandi dan
keamanan informasi internal perangkat daerah dan antar perangkat
daerabh;

i. menyelenggarakan penatakelolaan jaring komunikasi sandi dan
keamanan informasi pimpinan daerah;

j. menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengamanan informasi

elektronik dan non-elektronik;




k. menyelenggarakan pengelolaan sumber daya keamanan informasi
elektronik dan non-elektronik;

I. menyelenggarakan pengamanan sistem informasi elektronik dan non-
elektronik;

m. melaksanakan penyediaan layanan keamanan informasi elektronik dan
non-elektronik;

n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
bidang persandian dan keamanan informasi;

0. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dibentuk
kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas membantu dan
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian
masing-masing.

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.




Gambar 1
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2.2.Sumber Daya

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 09 tahun 2023 tentang susunan Organisasi

Perangkat Daerah.
2.2.1 Sumber daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur yang handal, kompeten dan terampil merupakan
"kekuatan” bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

dalam memberhasilkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, jumlah pegawai dalam
lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sampai

dengan tahun 2023 sebanyak orang.




Adapun komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Sumatera Utara TA. 2023 sebnyak 76 orang sebagai berikut

1. Berdasarkan jabatan

No Jumlah

1 Eselon ll-a (Kepala Satuan) 1

2 Eselon lll-a 5
(Kepala Bidang/Sekretaris)

3 Eselon IV-a 2
(Kepala Subbag)

3 Fungsional Analis Kebijakan 6

2. Berdasarkan pangkat dan golongan

\[o] Golongan Jumlah
1 IV-e -
2 IvV-d

3 IV-c 1
4 IV-b 4
5 IV-a 5
6 l-d 26
7 lll-c 5
8 l-b 19
9 l-a 6
10 l-d 6
11 ll-c 3
12 lI-b 1
13 ll-a -
14 I-d -
15 I-c -
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16 I-b -
17 l-a -

3. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Jabatan Jumlah
1 S3 1
2 S2 12
3 S1 34
4 D3 7
5 SMA 21
6 SMP 1

4. Berdasarkan Gender (Jenis Kelamin

No Jabatan Jumlah
1 Perempuan 43
2 Laki-Laki 33

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara meliputi tiga
urusan yaitu Urusan vyaitu urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan

Persandian dan Urusan Statistik dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :




Provinsi Sumatera Utara

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kominfo

No.

ASPEK/FOKUS/BIDA
NG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH

Target Capaian Setiap Tahun

Realisasi

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

@)

@)

(©)

(54

®)

(6)

()

®)

9

(10)

(11)

(12)

Jumlah informasi
publik yang
terpublikasi

494
kali

495
kali

938
kali

1386
kali

1013
kali

493
kali

368
kali

937
kali

1384
kali

1013
kali

Persentase data OPD
yang terhimpun

25 %

50 %

75 %

90 %

90 %

69 %

71 %

87 %

92 %

100 %

Persentase Teknologi
Informasi dan
Komunikasi (TIK) yang
terintegrasi

20 %

41 %

55 %

65 %

75 %

20 %

44 %

57 %

1%

92 %

Persentase
terselenggaranya tata
kelola persandian
dalam meningkatkan
keamanan informasi
daerah

10 %

25 %

55 %

30 %

50 %

10%

10 %

26 %

61 %

100 %

2.4. Kerjasama Daerah dengan Stakeholder

Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melakukan kerja

sama dengan stakeholder melalui media cetak (PWI), media elektronik (TVRI
dan RRI) dan Media Online.
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Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Kominfo Provsu

PROGRAM/KEGIATAN/SUB

TARGET

REALISASI KINERJA

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KINERJA ANGGARAN (RP) 7 =5
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Komunikasi dan Informatika 62.540.815.364 98,42% 61.554.604.033,
l. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase pemenuhan layanan 12 bulan 35.334.738.668 97,87% 34.583.637.235
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI administrasi
1. Perencanaan, penganggaran dan Jumlah Dokumen Perencanaan dan 12 bulan 73.020.100 99,31% 72.518.600
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang
Dihasilkan
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Renja yang disusun 1 dokumen 45.690.050 98,90% 45.189.350
Perangkat Daerah
Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah 1 kali
Lintas OPD
2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah dokumen RKA dan DPA 2 dokumen 16.380.000 100,00% 16.380.000
SKPD Diskominfo yang dihasilkan
3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan LKPJ dan 7 dokumen 10.950.050 99,99% 10.949.250
LPPD Diskominfo yang tersusun
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan
Laporan Evaluasi Yang Disusun
2. | Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 12 bulan 11.537.149.400 94,82% 10.939.822.886
Daerah Yang Dihasilkan
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 12 bulan 11.484.477.000 94,81% 10.888.164.486
Dinas Kominfo Provsu
2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Realisasi 1 dokumen 40.599.000 97,50% 39.585.000

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran dan Neraca Akhir Tahun Yang
Dihasilkan
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3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Fisik 14 dokumen 12.073.400 100,00% 12.073.400
keuangan bulanan/Triwulanan/ Keuangan Dinas Kominfo
Semesteran SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Persemester
OPD Dinas Kominfo Yang Dihasilkan
3. | Administrasi Kepegawaian Perangkat | Tersedianya Administrasi Kepegawaian 12 bulan 30.261.000 75,82% 22.945.000
Daerah Perangkat Daerah
1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 12 bulan 30.261.000 75,82% 22.945.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Formal
4. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Adminstrasi Umum 12 bulan 2.675.782.078 99,66% 2.666.770.555
Perangkat Daerah
1 | Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi 12 bulan 16.172.261 100,00% 16.172.261
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Yang Disediakan
2 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Alat Tulis Kantor Yang 12 bulan 96.793.632 99,93% 96.729.455
Perlengkapan Kantor Disediakan
3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Makan, Minum Bagi Pegawai, 12 bulan 98.426.935 98,35% 96.799.410
Peserta Rapat dan Tamu Diskominfo
4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan 12 bulan 35.480.250 90,44% 32.089.350
Penggandaan Penggandaan Yang Disediakan
5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Surat Kabar, Perpu dan Buku 12 bulan 75.000.000 95,13% 71.344.000
Peraturan Perundang-undangan Perpustakaan Yang Disediakan
6 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan 12 bulan 2.353.909.000 99,99% 2.353.636.079
dan Konsultasi SKPD Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dihadiri
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik 12 bulan 13.878.665.837 99,89% 13.862.709.142
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 12 bulan 13.878.665.837 99,89% 13.862.709.142

Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

beserta perlengkapannya
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6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 12 bulan 6.497.903.750 98,29% 6.387.107.147
Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah
1 | Penyediaaan Jasa Surat Menyurat Surat-Surat Dinas, Dokumen Dinas dan 12 bulan 5.000.000 100,00% 5.000.000
Surat Berharga Lainnya
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Rekening Listrik, Air dan Telepon 12 bulan 325.000.000 94,68% 307.719.334
Daya Air dan Listrik
3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jasa Supervisi Penyusunan Administrasi 12 bulan 6.167.903.750 98,48% 6.074.387.813
Kantor Keuangan dan Aset Diskominfo, jumlah
tenaga kebersihan gedung dan
lingkungan kantor Dinas kominfo
Provsu dan petugas jasa pengamanan
dinas kominfo
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah 12 bulan 641.956.503 98,41% 631.763.905
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Perawatan Kendaraan 12 bulan 450.767.200 97,74% 440.574.602
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional Yang Dirawat Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 12 bulan 62.749.303 100,00% 62.749.303
Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor
3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 12 bulan 128.440.000 100,00% 128.440.000
Prasarana Gedung Kantor atau Yang Rutin/Berkala
Bangunan Lainnya
. PROGRAM PENGELOLAAN Terwujudnya pengelolaan informasi dan 12 bulan 22.423.267.819 99,43% 22.295670.158
INFORMASI DAN KOMUNIKASI komunikasi publik
PUBLIK
1. Pengelolaan Informasi dan Tersebarnya Informasi dan Kebijakan 12 bulan 22.423.267.819 99,43% 22.295.670.158
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Tentang Program Prioritas Pemerintah
Provinsi
1 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Pemantauan dan Rekomendasi Terhadap 28 kali 5.836.715.000 99,06% 5.781.715.240

Opini dan Aspirasi Publik
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Tersedianya Belanja Hibah Uang kepada
KomisiPenyiaran Indonesia (KPI) Daerah
Provsu

2 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan
Media Komunikasi Publik

Penerbitan Konten Pada Media
Komunikasi Publik

Terpublikasinya Informasi Pemprovsu
Kepada Publik

Tersosialisasinya Ketentuan di Bidang
Cukai

1386 kali

2.361.404.650

99,75%

2.355.604.650

3 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Diseminasi Pesan Melalui Beragam
Media

12 bulan

456.405.000

98,37%

448.945.000

4 | Pelayanan Informasi Publik

Tersedianya Operasional Bagi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Provsu

1 kali

49.433.750

100,00%

49.433.750

5 | Layanan Hubungan Media

Pemuatan Siaran Pers Di Media Massa

24 kali

611.370.000

97,61%

596.774.500

6 | Kemitraan dengan Pemangku
Kepentingan

Terbentuk Jejaring Dalam Diseminasi
Informasi Publik

Tersedianya Belanja Hibah Uang kepada
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
Sumut

Tersedianya Belanja Hibah Uang kepada
Serikat Perusahaan Pers (SPS) Cabang
Sumatera Utara

1 kali

10.863.847.629

99,93%

10.856.308.929

7 | Penguatan Tata Kelola Komisi
Informasi di Daerah

Tersedianya Operasional Keterbukaan
Informasi Publik Bagi Komisi Informasi
Provsu dan Badan Publik di Sumatera
Utara

12 bulan

2.244.091.790

98,34%

2.206.888.089

lll. | PROGRAM PENGELOLAAN
APLIKASI INFORMATIKA

Meningkatnya pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi

12 bulan

3.959.138.477

97,89%

3.875.488.708
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1. Pengelolaan Nama Domain yang Pengelolaan Jumlah Domain dan Sub 12 bulan 3.525.350.000 99,82% 3.519.151.500
Telah ditetapkan oleh Pemerintah Domain di Lingkungan Pemprovsu
Pusat dan Sub Domain diLingkup
Pemerintah Daerah Provinsi
1 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Jumlah Pembayaran Tarif Access Internet 12 bulan 3.525.350.000 99,82% 3.519.151.500
Intra Pemerintah Daerah Lokal Link
2. Pengelolaan e-government di Lingkup | Terkelolanya e-Government di Provinsi 12 bulan 433.788.477 82,15% 356.337.208
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara
1 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e- | Terselenggaranya Penatalaksanaan dan 2 regulasi 107.044.750 99,07% 106.049.354
government dalam Penyelenggaraan Pengawasan e-Government Provinsi
Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Terkelolanya Website OPD Provsu
2 | Pengelolaan Pusat Data Pengelolaan Layanan Data Center dan 12 bulan 21.518.727 85,63% 18.426.000
Pemerintahan Daerah Disaster Recovery Center Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara
4 | Pengembangan dan Pengelolaan Memfasilitasi keterhubungan data 12 bulan 209.225.000 96,07% 201.000.794
Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota dan/atau informasi antara perangkat
Cerdas daerah dengan pemangku kepentingan
non-pemerintah terkait penyelenggaraan
provinsi dan kota cerdas
5 | Pengembangan dan Pengelolaan Terlaksananya Pengelolaan dan 12 bulan 96.000.000 32,15% 30.861.060
Sumber Daya Teknologi Informasi dan | Pengembangan Infrastruktur TIK
Komunikasi Pemerintah Daerah Pemprovsu
IV. | PROGRAM PENYELENGGARAAN Terwujudnya data statistik sektoral 12 bulan 607.670.400 97,36% 591.654.300
STATISTIK SEKTORAL
1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di | Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik 12 bulan 607.670.400 97,36% 591.654.300
Lingkup Daerah Provinsi Sektoral di Lingkungan Pemprovsu
1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Terkumpulnya Data Statistik Sektoral 12 bulan 607.670.400 97,36% 591.654.300

Pengumpulan, Pengolahan, Analisis
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Pembangunan Sumatera Utara
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V. PROGRAM PENYELENGGARAAN Terwujudnya peningkatan persandian dan 12 bulan 216.000.000 96,37% 208.153.632
PERSANDIAN UNTUK keamanan informasi
PENGAMANAN INFORMASI
1. Penyelenggaraan Persandian untuk Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan 12 bulan 216.000.000 96,37% 208.153.632
Pengamanan Informasi Pemerintah Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan
Daerah Provinsi Sumber Daya Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan
Kebijakan Tata Kelola Keamanan
Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah Provinsi, serta
Pelaksanaan Keamanan Informasi
Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis
Elektronik dan Non Elektronik
1 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Terselenggaranya Kegiatan Persandian 1 kali 216.000.000 96,37% 208.153.632

Keamanan Informasi dan Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Provinsi

Untuk Pengamanan Informasi Daerah
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a. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara

dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data

center dan TIK di Sumatera Utara, sehingga perlu adanya persiapan dalam

beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam

menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan

Kominfo

sebagai pusat data center di Sumatera Utara tentu saja perlu

dorongan good will dari pimpinan dan stakeholder lainnya untuk dapat

mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM

yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut. Beberapa tantangan dan

peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

2.4.1 Tantangan

1.

w

4.

5.

Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi
publik

Pengintegrasian data statistik
kemajuan perkembangan TIK
Rendahnya SDM dibidang TIK, Statistik dan Persandian

Pengamanan Informasi

2.4.2. Peluang

Ada peluang (opportunity) yang dapat ditempuh guna peningkatan

kualitas dan kualitas Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara pada

masa-masa mendatang, beberapa hal diantaranya adalah:

1)
2)
3)
4)

5)

Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
Peningkatan kualitas pelayanan Publik

Peningkatan pelaksanaan SPBE

Pelatihan dan Bimtek dibidang TIK< Persandian dan Statistik

Pengembangan Pengamanan Informasi




BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara tidak bisa terlepas dari isu-isu Strategis yang
muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 tahun 2018
tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memnuhi tuntutan masyarakat
utama dalam rangka memberikan pelayanan bidang Komunikasi dan
Informartika kepada masyarakat sehingga terwujud penyelenggraan
Pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era
keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan
pemenuhan hak publik dibidang kominfo yang dilaksanakan Dinas
Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif

memanfaatkan komunikasi dan informatika.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika juga
disesuaikan dengan 3 (tiga ) Urusan Wajib non Pelayanan Dasar vyaitu
Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan

Statistik, dengan Tugas dan Fungsinya sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Urusan Persandian di Daerah :

1. Melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan
keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah,;

2. Melaksnakan penglolaan sumber daya persandian di lingungan
Pemerintah daerah;

3. Melaksnakan operasional pengamanan persandian di lingkungan
pemerintah daerah;

4. Melaksnakan pengawaasan dan evaluasi penyelenggaraan

persandian dilingkungan Pemerintah daerah.




Tugas dan Fungsi Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Informasi dan Komunikasi Publik untuk pengelolaan informasi dan

komunikasi public Pemerintah Daerah;

N

Aplikasi Informatika untuk pengelolaan nama Domain yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup

Pemerintah CDaerah Provinsi;

3. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center &
TIK
Pemerintah Kab/Kota;

4. Layanan Keamanan Informasi e-Government;

5. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kab/Kota;

6. Layanan Akses Internet dan Intranet;

7. Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik
& suplemen yang terintegrasi;

8. Integrasi Layanan publik dan kepemerintahan;

©

Terselenggaranya Smart Province

10. Penyelenggaraan Government Chief Informasi Officer (GCIO);

11. Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Kab/Kota dan
Masyarakat

Tugas dan Fungsi Statistik Sektoral. :

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statisstik
Sektoral .
Penyelenggaraan Kompilasi produk administrasi.
Penyediaan peralatan insfrastruktur.

4. Pengembangan sumberdaya manusia bidang Statistik.

Kakteristik dan kebutuhan daerah dan evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi
dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data,

narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan,




dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat. Bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas
tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi

Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Sumatera Utara seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas

Komunikasi dan Informatika dilingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan,

antara lain:

1. Pembinaan  dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial
Masyarakat seperti  Kelompok Informasi Masyarakat.

2. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan
Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di
tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah
Kabupaten/Kota,

Terwujudnya satu data Tingkat Provinsi
Terintegrasinya SPBE ke Kabupaten/kota
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan OPD yang membidangi
Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota telah diinisiasi dan diupayakan empat OPD
pelaksana sebelumnya, namun koordinasi dan kerjasama antara
pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
masihperluditingkatkan agar dapat pelaksanaan kegiatan berjalan pada
satu rel yang sama.

Adapun Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk

mencapai target program atau kegiatannya, antara lain :

1. Infrastruktur TIK yang belum memadai

2. Perkembangan informasi dan Komunikasi yang begitu pesat dan cepat




3. SDM aparatur dibidang TIK, Persandian dan Statistik belum memadai
4. Pengimplementasian Keamanan Informasi dilingkup OPD

5. Belum adanya keseragaman data statistik

3.2.. Penentuan Isu Strategis

Dengan berpijak pada berbagai hambatan dan kendala dalam
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara, dampak hambatan dan kendala terhadap
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara, serta tantangan dan peluang yang berpotensi
meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Sumatera Utara sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya

Adapun isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Sumatera dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya sarana dan Prasarana TIK

2. Belum Optimalnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Pembangunan Satu data Digital Daerah

4. Integrasi Pelayanan digital Pemerintah Daerah
Kerentanan Keamanan pada sistem Pemerintahan berbasis
elektronik

6. Rendahnya SDM aparatur dibidang Persandian dan statistik




BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan
bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung
pelaksanaan visi Pembangunan Daerah. Sebagaimana yang telah dibahas
sebelumnya Bidang Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik tujuan
dan sasaran terdapat pada 2 (dua) yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang
baik, bersih dan profesional. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketagwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan membangun tata pemerintahan yang baik,
bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Tujuan yang akan
dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai
berikut:
TUJUAN:

“Peningkatan Layanan Infrastruktur Teknologi, Pengelolaan Data serta
Informasi dan Komunikasi”.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara
berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun
sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan

dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah

SASARAN

1. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Layanan Administrasi, Laporan
Keuangan dan Laporan Capaian Kinerja

2. Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik

3. Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

4. Meningkatnya Satu Data Digital Daerah

5. Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah




Tabel . 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TARGET KINERJA

INDIKATOR ARAH PADA TAHUN KE-
SASARAN KINERJA PERMASALAHAN STRATEGI KEBIJAKAN RENCANA AKSI
1) 2 3) (4) ) (6) ) (8) ) (10)
1 | Meningkatnya Persentase 1. Terbatasnya 1. Kolaborasi 1. 80 % 80 % 80 %
Penguatan Tata khalayak yang Sumber Daya antar sektor Optimalisasi
Kelola Informasi dan | terpapar Manusia, Sumber (OPD Media
Komunikasi Publik informasi terkait | Daya Informasi dan Kab/Kota, Komunikasi
program dan Sumber Daya K . Seluruh
kebijakan Anggaran omun!tas ) eluru
pemerintah 2 Terbat Komunikasi Perangkat
daerah .'I er ha_asnKa dan Daerah,
termasuk wrayah Jangkauan | siakeholder Pemerintah
. penyebaran )
konten tematik, | : c © o i okibat lainnya) dalam | Daerah dan
dﬁgrﬁggnda luasnya wilayah menyebarkan | Mitra
prior Provinsi Sumatera | informasi Strategis
Nasional) tema Utara .
- protokol kepada publik 2
kesehatan, 3.Beragamnya | o peningkatan Mendorong
vaksin, Media Komunikasi | aiitas dan Pengembang
stunting, dll) yang digunakan kuantitas Sumber Medi
sesuai straegi oleh masyarakat Daya Pengelola an vie _|a .
komunikasi dalam mengakses | Informasi dan Komunikasi
informasi baik Komunikasi Publik | Digital
konvensional Pemerintah Pemerintah
maupun digital Daerah Daerah
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TARGET KINERJA

INDIKATOR ARAH PADA TAHUN KE-
SASARAN KINERJA PERMASALAHAN STRATEGI KEBIJAKAN RENCANA AKSI
2 Meningkatnya Persentase Kurangnya Penerapan Penguatan 2% 2% 2% Pelatihan Literasi Digital
Pelaksanaan Sistem | masyarakat kapasitas Sumber Tata Kelola kapasitas
Pemerintahan (termasuk ASN | Daya Manusia, dan Sistem tata kelola,
Berbasis Elektronik dan Pelaku Pengelola SPBE, Pemerintahan | layanan
Usaha) yang Infrastruktur .
mendapatkan | Jaringan dan Berbasis SPBE yang
literasi dan/atau | Masyarakat Elektronik terpadu,
sosialisasi yang Terpadu | teknologi
SPBE yang dan informasi dan
difasilitasi oleh Berorientasi komunikasi
Dinas kepada serta sumber
pengguna daya
yang didukung | manusia
oleh
infrastruktur
SPBE yang
terintegrasi
serta
peningkatan
kapasitas
sumber daya
manusia
melalui literasi
digital




TARGET KINERJA

INDIKATOR ARAH PADA TAHUN KE-

SASARAN KINERJA PERMASALAHAN STRATEGI KEBIJAKAN RENCANA AKSI
Meningkatnya Satu Persentase Keterbatasan Melaksanakan | Dukungan 91 % 92 % 93 % Bimtek Penyusunan
Data Digital Daerah grganiskasti Slumbef Daya Bimtek/Pelatih | Anggaran Standar Data dalam

erangka anusia yang an terkait untuk Menyusun Metadata

Daerah (OPD) | memiliki . Penyusunan Penyelengga

yang kompetensi dan .

menyampaikan | kualifikasi dalam Metadata OPD | raan Bimtek

metadata penyusunan

sektoral sesuai | metadata

standar
Meningkatnya Jumlah lulusan | Kurangnya Pelaksanaan Dukungan 5 10 15
Pengelolaan peningkatan kapasitas Sumber | Bimtek/Pelatih | Anggaran orang | orang | orang
Persandian dan kompetensi Daya Manusia dan | 5n dan dan
Keamanan Informasi | SDM pengelola | sarana prasarana Peningkatan Penguatan
Daerah keamanan Persandian .

siber infrastruktur Pengelolaan

Persandian Penyelengga

raan
Persandian
dan
Keamanan
Informasi
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan/Formulasi Sumber
Data
1 Meningkatnya Persentase khalayak yang Dinas
penguatan tata kelola | terpapar informasi terkait Komunikasi
informasi dan | program dan kebijakan dan
Komunikasi Publik pemerintah daerah termasuk Informatika
konten tematik, dan agenda Jumlah khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah Provsu
prioritas Nasional) tema : X 100 %
protokol kesehatan, vaksin, Jumlah Penduduk
stunting, dll) sesuai straegi
komunikasi
2 | Meningkatnya Persentase masyarakat Dinas
Pelaksanaan  Sistem | (termasuk ASN dan Pelaku Jumlah penduduk sumut x 2 % Komunikasi
Pemerintahan Berbasis | Usaha) yang mendapatkan dan
Elektronik literasi dan/atau sosialisasi Informatika
SPBE yang difasilitasi oleh Provsu
Dinas
3 Meningkatnya satu Data | Persentase Organisasi Jumlah OPD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar Dinas
Digital Daerah Perangkat Daerah (OPD) yang X100 % | Komunikasi
menyampaikan metadata Jumlah OPD dan
sektoral sesuai standar Informatika
Provsu
4 Meningkatnya Jumlah lulusan peningkatan Dinas
Pengelolaan kompetensi SDM  pengelola Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber Komunikasi
Persandian dan keamanan siber dan
keamanan Informasi Informatika
daerah Provsu
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui
berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai
seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud
merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam
implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan
serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan
lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi sebagai berikut :

Tabel. 5

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Peningkatan

Meningkatnya Pemenuhan Tersedianya
Kualitas SDM kebutuhan kebutuhan
Aparatur, pendukung melalui | administrasi
Layanan

Administrasi pengadaan dan perkantoran ,
Laporan ’ pemeliharaan sarana
Keuangan dan serta pemenuhan | operasional dan
Laporan Capaian | layanan pemyampaian

Kinerja

administrasi dan

laporan yang

publik

Layanan dokumen laporan | tepat waktu.
Infrastruktur keuangan dan
Teknologi, akuntabilitas
Pengelolaan : : N
Data serta | Meningkatnya 1. Kolaborasi antar | 1. Optimalisasi
Informasi | Pénguatan Tata | Sektor (OPD media
dan Kelola Informasi | kap/kota, komunikasi
Komunikasi | dan Komunikasi | ;o0 nitas seluruh
Publik L
komunikasi dan perangkat
stakeholder daerah,
lainnya) dalam Pemerintah
menyebarkan Daerah dan Mitra
informasi kepada Strategis

2. Mendorong
Pengembangan
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pelaksanaan
system
pemerintahan
berbasis
elektronik

Kelola dan Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik yang
Terpadu dan
Berorientasi
kepada pengguna
yang didukung

2. Peningkatan Media
kualitas dan Komunikasi
kuantitas sumber Digital
daya pengelola Pemerintah
informasi dan Daerah
komunikasi publik
Pemerintah
Daerah

Meningkatnya Penerapan Tata Penguatan

kapasitas tata
kelola, layanan
SPBE yang
terpadu,
teknologi
informasi dan
komunikasi serta
sumber daya

oleh infrastruktur manusia

SPBE yang

terintegrasi serta

peningkatan

kapasitas sumber

daya manusia

melalui literasi

digital
Meningkatnya Melaksanakan Dukungan
Satu Data Digital | bimtek/pelatihan Anggaran untuk
Daerah terkait penyusunan | penyelenggaraan

metadata OPD bimtek
Meningkatnya Pelaksanaan Dukungan
Pengelolaan bimtek/pelatihan anggaran dan
Persandian dan dan peningkatan penguatan
Keamanan infrastruktur pengelolaan
Informasi Daerah | persandian penyelenggaraan

persandian dan
keamanan
informasi
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran serta kebijakan yang ditetapkan,
Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungi menyusun Rencana Program dan kegiatan dengan mempedomani
Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

6.2. Rencana Kegiatan
Rencana kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara sampai
dengan tahun 2024 - 2026 sebagai berikut:

A. Program Rutin
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
meliputi
Kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan :
e Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
e Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

e Evaluasi Kinerja perangkat Daerah




1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
¢ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD
e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /

Triwulanan / Semesteran SKPD

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
e Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

e Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

e Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

e Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

e Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

e Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :
e Penyediaaan Jasa Surat Menyurat

e Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
¢ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah




Sub Kegiatan :

e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

e Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

e Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

B. Program Operasional
1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan :
a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Provinsi
Sub Kegiatan :
e Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
e Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
e Pengelolaan Media Komunikasi Publik
e Pelayanan Informasi Publik
e Layanan Hubungan Media
e Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
e Monitoring informasi dan Penetapan agenda prioritas Komunikasi
Pemerintah Daerah
e Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan
Komunitas

e Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan :

a) Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :
e Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi




Sub Kegiatan :

e Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

e Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

e Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan
Kota Cerdas

e Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

e Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

e Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan

Berbasis Elektronik

3. Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Kegiatan :
a) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
Sub Kegiatan :
e Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
e Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam
peningkatkan mutu statistik Daerah yang terintegrasi
e Membangun Metadata Statistik Sektoral
e Peningkatan Kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral
e Pengembangan Infrastruktur

e Penyelenggaraan otoritas ststistik sektoral di Daerah

4. Program Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi
Kegiatan :
a) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan :
e Penetapan kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi dan Jaring

Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi




e Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya
Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

e Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi
Berbasis Elektronik dan Non Elektronim

e Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Provinsi

b) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Provinsi

Sub Kegiatan :
e Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi pemerintah Daerah

Provinsi

Penetapan KSD (Kegiatan Strategis Daerah) dalam rangka dukungan
pencapai target-target tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun
2024 — 2026. KSD sebagai kebijakan yang memiliki daya ungkit untuk
memenuhi kebutuhan dasar, SPM, Percepatan peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. KSD
disusun dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan 4 (empat) prioritas
pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;

3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif




Untuk Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara termasuk pada Prioritas Pembangunan Nomor 3 (Tiga) yaitu Optimalisasi

Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan Kegiatan Strategis Daerah “Pembangunan Satu Data Digital
Daerah”.
Anggaran Untuk Kegiatan Strategis Daerah TA.2024-2026
Kegiatan ) . 2024 2025 2026
] Program / Kegiatan / Lokasi )
No Strategis ] Rencana Aksi
b H Sub Kegiatan Pelaksanaan | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp)
aeral
1 | Pembangunan Program : Provinsi 3 kali | 220.000.000 | 3 kali | 350.000.000 | 3kali | 360.000.000 Capacity Building bagi
Satu Data Digital | Penyelenggaraan Sumatera Pengelola Data
Daerah Statistik Sektoral Utara Statistik Sektoral

Kegiatan :
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah
Provinsi

Sub Kegiatan :
Peningkatan Kapasitas
SDM Pemerintah
Daerah dalam
Peningkatan Mutu
Statistik Daerah yang

Terintegrasi

dalam meningkatkan
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
Pemprovsu
Bimbingan Teknis
Penyusunan Standar
Data dalam
Menyusun Metadata
Bimbingan Teknis
Aplikasi Statistik
Sektoral bagi
Pengelola Data OPD
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6.3 Pendanaan

Pendanaan program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara pada umumnya bersumber dari APBD Provinsi
Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya, indikator kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam Lampiran tabel 6.1
yang bersumber dari Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan serta
Pendanaan.




Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Dat: i j
Indikator Kinerja Tujuan, Capaaiaan P::;;:::::gsj:;:b Ket
Py Kegiatan/Sub S: , isi Kinerj i
Tujuan Sasaran Kode rogram/ ?gla an/su asaran pada Tahun 2024 2025 2026 Kond|'5| Kinerja pada akhir
Kegiatan Program (Outcome) Awal periode Renstra SKPD
dan Kegiatan (Output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 a4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dinas Komunikasi dan 67.628.216.288 74.391.037.917 76.622.769.054 214.298.497.416 Diskominfo
Tujuan Sasaran Informatika Provsu
| |
1 Persentase pemenuhan layanan 93 persen 27.194.478.038 94 persen 34.910.119.385 94 persen 33.738.936.995 94 persen 91.500.008.575
PROGRAM PENUNJANG administrasi
URUSAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI
1. Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen Perencanaan 10 126.941.280 10 133.288.344 10 139.952.761 30 400.182.385
dan Evaluasi Kinerja Perangkat dan Penganggaran dan Evaluasi dokumen dokumen dokumen dokumen
Daerah Kinerja Yang Dihasilkan
1 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 dokumen 95.465.280 1 dokumen 100.238.544 1 dokumen 105.250.471 3 dokumen 300.954.295
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
2 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 dokumen 19.656.000 2 dokumen 20.638.800 2 dokumen 21.670.740 6 dokumen 61.965.540
Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD
3 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 7 laporan 11.820.000 7 laporan 12.411.000 7 laporan 13.031.550 21 laporan 37.262.550
Daerah Perangkat Daerah
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Administrasi Keuangan Jumlah dokumen laporan 15 laporan 15 laporan 16.601.809.644 15 laporan 17.431.900.126 45 laporan 49.844.957.050
Perangkat Daerah keuangan yang dihasilkan 15.811.247.280
1 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 79 15.748.040.400 79 16.535.442.420 79 17.362.214.541 237 49.645.697.361
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan
2 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 laporan 48.718.800 1 laporan 51.154.740 1 laporan 53.712.477 3 laporan 153.586.017
Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan
SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
3 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 14 laporan 14.488.080 14 laporan 15.212.484 14 laporan 15.973.108 42 laporan 45.673.672
Penyusunan Laporan Bulanan/
Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD
Triwulanan / Semesteran dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Adi rasi Kepeg: Tersedianya administrasi 12 bulan 296.178.000 12 bulan 500.000.000 12 bulan 550.000.000 36 bulan 1.346.178.000
Perangkat Daerah kepegawaian perangkat daerah
1 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 12 orang 296.178.000 12 orang 500.000.000 12 orang 550.000.000 36 orang 1.346.178.000
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Tersedianya administrasi umum 12 bulan 2.213.598.855 12 bulan 4.060.464.114 12 bulan 4.457.763.248 36 bulan 10.731.826.217
Daerah perangkat daerah
1 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 12 paket 39.672.024 12 paket 41.655.625 12 paket 43.738.406 36 paket 125.066.056

Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
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2 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 12 paket 174.975.323 12 paket 183.724.089 12 paket 192.910.293 36 paket 551.609.705

Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

3 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 12 paket 148.500.000 12 paket 155.925.000 12 paket 180.000.000 36 paket 484.425.000
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan

4 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 12 paket 81.614.400 12 paket 85.695.120 12 paket 89.979.876 36 paket 257.289.396
Cetakan dan dan Penggandaan yang
Penggandaan Disediakan

5 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 288 89.013.600 288 93.464.280 288 98.137.494 864 280.615.374
dan Peraturan dan Peraturan Perundang- dokumen dokumen dokumen dokumen
Perundang-undangan Undangan yang Disediakan

6 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 1265 1.679.823.508 1265 3.500.000.000 1265 3.852.997.178 3795 9.032.820.686
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat laporan laporan laporan laporan
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan 12 bulan 784.446.272 12 bulan 1.500.000.000 12 bulan 1.575.000.000 36 bulan 3.859.446.272

Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Penunjang

Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

1 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 3 unit 784.446.272 3unit 1.500.000.000 3 unit 1.575.000.000 9 unit 3.859.446.272
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang

Disediakan

Penyediaan Jasa P Tersedianya jasa | 12 bulan 7.003.481.566 12 bulan 7.781.933.092 12 bulan 7.510.065.459 36 bulan 22.295.480.117

Urusan Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 200 laporan 11.640.000 200 laporan 12.222.000 200 laporan 12.833.100 600 laporan 36.695.100

Menyurat

Surat Menyurat
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Prioritas Komunikasi
Pemerintah Daerah

Penetapan Agenda Prioritas
Komunikasi Pemerintah Daerah

Rentra Dinas Hominfe Provsu tatun 2024-2026

2 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 24 laporan 344.400.000 24 laporan 361.620.000 24 laporan 379.701.000 72 laporan 1.085.721.000
Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air
Air dan Listrik dan Listrik yang Disediakan
3 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 laporan 6.647.441.566 12 laporan 7.408.091.092 12 laporan 7.117.531.359 36 laporan 21.173.064.017
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
7. Pemeliharaan Barang Milik Tersedianya barang milik 12 bulan 958.584.785 12 bulan 4.332.624.191 12 bulan 1.056.839.725 36 bulan 3.021.938.534
Daerah Penunjang Urusan daerah penunjang urusan
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah
1 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 50 unit 587.145.420 50 unit 616.502.691 50 unit 647.327.826 150 unit 1.850.975.937
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
Perizinan Kendaraan dan Perizinannya
Dinas Operasional atau
Lapangan
2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 1 unit 165.609.365 1 unit 3.500.000.000 1 unit 1.200.000.000 3 unit 4.865.609.365
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 1 unit 205.830.000 1 unit 216.121.500 1 unit 226.927.575 3 unit 648.879.075
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Gedung Kantor atau Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
n PROGRAM PENGELOLAAN Persentase diseminasi dan 87 persen 16.267.317.900 88 persen 17.225.133.339 89 persen 18.556.127.639 89 persen 52.048.578.878
INFORMASI DAN KOMUNIKASI layanan informasi publik yang
PUBLIK dilaksanakan sesuai dengan
strategi komunikasi dan SOP
yang ditetapkan
1. Pengelolaan Informasi dan Persentase konten informasi 87 persen 16.267.317.900 87 persen 17.225.133.339 87 persen 18.556.127.639 87 persen 52.048.578.878
Komunikasi Publik Pemerintah terkait program dan kebijakan
Daerah Provinsi pemerintah dan pemerintah
provinsi sesuai dengan strategi
komunikasi
1 Monitoring Opini dan Jumlah Dokumen Hasil 36 430.980.000 36 475.000.000 36 500.000.000 108 1.405.980.000
Aspirasi Publik Monitoring Opini dan Aspirasi dokumen dokumen dokumen dokumen
Publik
2 Monitoring Informasi dan Jumlah Dokumen Hasil 12 283.050.000 12 300.000.000 12 340.000.000 36 923.050.000
Penetapan Agenda Monitoring Informasi dan dokumen dokumen dokumen dokumen




3 Pengelolaan Konten dan Jumlah Dokumen Hasil 1400 1.158.330.000 1400 1.300.000.000 1400 1.365.000.000 4200 3.823.330.000
Perencanaan Media Pengelolaan Konten dan dokumen dokumen dokumen dokumen
Komunikasi Publik Perencanaan Media Komunikasi
Publik
4 Pengelolaan Media Jumlah Dokumen Hasil 12 3.947.318.800 12 2.200.000.000 12 2.500.000.000 36 6.667.318.800
Komunikasi Publik Pelaksanaan Pengelolaan Media dokumen dokumen dokumen dokumen
Komunikasi Publik
5 Pelayanan Informasi Jumlah Dokumen Hasil 12 145.416.750 12 152.687.588 12 200.000.000 36 498.104.338
Publik Pelayanan Informasi Publik dokumen dokumen dokumen dokumen
6 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan 12 layanan 1.240.977.450 12 layanan 3.382.026.323 12 layanan 3.551.127.639 36 layanan 10.154.131.412
Media
7 Kemitraan dengan Jumlah Dokumen Kemitraan 12 6.883.886.450 12 7.000.000.000 12 7.350.000.000 36 21.233.886.450
Pemangku Kepentingan dengan Pemangku Kepentingan dokumen dokumen dokumen dokumen
8 Penguatan Tata Kelola Jumlah Dokumen Hasil 12 1.781.720.900 12 2.000.000.000 12 2.300.000.000 36 6.081.720.900
Komisi Informasi di Penguatan Tata Kelola Komisi dokumen dokumen dokumen dokumen
Daerah Informasi di Daerah
9 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Kemitraan 12 395.637.550 12 415.419.428 12 450.000.000 36 1.261.056.978
Hubungan Masyarakat, dengan masyarakat, media dan dokumen dokumen dokumen dokumen
Media dan Kemitraan komunitas dalam
Komunitas mendiseminasikan informasi
program atau kebijakan
m PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Perangkat Daerah 93 persen 21.186.420.350 93 persen 17.165.785.193 93 persen 18.407.704.420 93 persen 56.759.909.963
APLIKASI INFORMATIKA yang menggunakan Layan TIK
yang disediakan oleh Dinas
1. Pengelolaan Nama Domain Jumlah sub Domain yang Telah 42 OPD 21.186.420.350 42 OPD 21.186.420.350 42 OPD 21.186.420.350 42 OPD 27.449.909.963
yang Telah ditetapkan oleh ditetapkan di Lingkup
Pemerintah Pusat dan Sub Pemerintah Daerah Provinsi
Domain di Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi
1 Penyelenggaraan Sistem Jumlah Sistem Jaringan Intra 4 unit 5.926.420.350 4 unit 10.375.785.193 4 unit 11.147.704.420 12 unit 27.449.909.963
Jaringan Intra Pemerintah Pemerintah Daerah
Daerah
2. Pengelolaan e-government di Persentase layanan SPBE 93% 15.260.000.000 93 % 6.790.000.000 93% 7.260.000.000 93% 29.310.000.000
Lingkup Pemerintah Daerah (layanan public dan layanan
Provinsi administrasi pemerintahan) yang
tercantum dalam dokumen
proses bisnis yang telah
diimplementasikan secara
elektronik
1 Penatalaksanaan dan Jumlah Dokumen Hasil 2 dokumen 720.000.000 2 dokumen 900.000.000 2 dokumen 1.080.000.000 6 dokumen 2.700.000.000

Pengawasan e-
government dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Provinsi

Penatalaksanaan dan
Pengawasan E-government
dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi
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2 Pengelolaan Pusat Data Jumlah Pusat Data Pemerintahan 2 unit 12.470.000.000 2 unit 3.500.000.000 2 unit 3.500.000.000 6 unit 19.470.000.000
Pemerintahan Daerah Daerah yang Dikelola
3 Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis 2 unit 570.000.000 2 unit 650.000.000 2 unit 700.000.000 6 unit 1.920.000.000
dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
Elektronik
4 Penyelenggaran Sistem Jumlah Layanan Publik Yang 5 layanan 200.000.000 5 layanan 240.000.000 5 layanan 300.000.000 15 layanan 740.000.000
Penghubung Layanan Terhubung Dengan Sistem
Pemerintah Peghubung Layanan Pemerintah
Daerah
5 Pengembangan dan Jumlah Dokumen program 2 dokumen 570.000.000 2 dokumen 720.000.000 2 dokumen 880.000.000 6 dokumen 2.170.000.000
Pengelolaan Ekosistem inovasi yang diimplementasikan
Provinsi Cerdas dan Kota sesuai dengan Masterplan Smart
Cerdas City
6 Pengembangan dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 2 dokumen 730.000.000 2 dokumen 780.000.000 2 dokumen 800.000.000 6 dokumen 2.310.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Pengembangan dan Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Sumber Daya Teknologi
Komunikasi Pemerintah Informasi dan Komunikasi
Daerah Pemerintah Daerah
v PROGRAM Persentase Organisasi Perangkat 93 persen 1.390.000.000 94 persen 1.900.000.000 94 persen 2.110.000.000 94 persen 5.360.000.000
PENYELENGGARAAN STATISTIK Daerah (OPD) yang menyediakan
SEKTORAL dan menggunakan data statistik
sektoral
1. Penyelenggaraan Statistik Persentase kelengkapan 90 persen 1.390.000.000 90 persen 1.900.000.000 90 persen 2.110.000.000 90 persen 5.360.000.0000
Sektoral di Lingkup Daerah metadata kegiatan statistik
Provinsi sektoral
1 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 200 280.000.000 210 350.000.000 225 450.000.000 635 1.080.000.000
Sinkronisasi Sinkronisasi Pengumpulan, dokumen dokumen dokumen dokumen
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis
Pengolahan, Analisis dan danDiseminasi Data Statistik
Diseminasi Data Statistik Sektoral
Sektoral
2 Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM yang meningkat 60 orang 220.000.000 80 orang 350.000.000 100 orang 360.000.000 240 orang 930.000.000
SDM Pemerintah Daerah Kapasitasnya dalam Peningkatan
dalam peningkatan mutu Mutu Statistik Daerah yang
statistik daerah yang Terintegrasi
terintegrasi
3 Membangun Metadata Jumlah Metadata Statistik 10 220.000.000 15 350.000.000 25 360.000.000 50 930.000.000
Statistik Sektoral Sektoral yang Dihimpun dokumen dokumen dokumen dokumen
4 Peningkatan kapasitas Jumlah Perangkat Daerah yang 40 orang 250.000.000 50 orang 350.000.000 60 orang 355.000.000 150 orang 955.000.000

kelembagaan statistik
sektoral

Mendapat Pelatihan Statistik
Sektoral dari BPS
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5 Pengembangan Jumlah Infrastruktur Statistik 3 unit 160.000.000 4 unit 250.000.000 5 unit 290.000.000 12 unit 700.000.000
Infrastruktur
6 Penyelenggaraan otoritas Jumlah Data Statistik Sektoral 200 220.000.000 210 250.000.000 225 295.000.000 635 765.000.000
statistik sektoral di yang Dihimpun dokumen dokumen dokumen dokumen
Daerah
PROGRAM Persentase sistem elektronik 88 persen 1.630.000.000 89 persen 3.190.000.000 89 persen 3.810.000.000 89 persen 8.630.000.000
PENYELENGGARAAN yang menerapkan prinsip Sistem
PERSANDIAN UNTUK manajemen keamanan informasi
PENGAMANAN INFORMASI (SMKI1)
Penyelenggaraan Persandian Tingkat keamanan informasi bulan 1.440.000.000 12 bulan 2.690.000.000 12 bulan 3.010.000.000 36 bulan 7.140.000.000
untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah
Perintah Daerah Provinsi
1 Penetapan Kebijakan Tata Jumlah Kebijakan Tata Kelola 1 dokumen 230.000.000 1 dokumen 230.000.000 1 dokumen 310.000.000 3 dokumen 770.000.000
Kelola Keamanan Keamanan Informasi dan Jaring
Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah
Komunikasi Sandi Daerah yang Ditetapkan
Pemerintah Daerah
Provinsi
2 Pelaksanaan Analisis Jumlah Laporan Analisis 2 laporan 180.000.000 3 laporan 220.000.000 3 laporan 300.000.000 8 laporan 700.000.000
Kebutuhan dan Kebutuhan dan Pengelolaan
Pengelolaan Sumber Daya Sumber Daya Keamanan
Keamanan Informasi Informasi
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi
Provinsi
3 Pelaksanaan Keamanan Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 laporan 660.000.000 12 laporan 740.000.000 12 laporan 800.000.000 36 laporan 2.200.000.000
Informasi Pemerintahan Keamanan Informasi
Daerah Provinsi Berbasis Pemerintahan Daerah Provinsi
Elektronik dan Non Berbasis
Elektronik Elektronik dan Non Elektronik
4 Penyediaan Layanan Jumlah Perangkat Daerah yang 10 370.000.000 15 1.500.000.000 17 1.600.000.000 42 3.470.000.000
Keamanan Informasi Telah Menggunakan Layanan perangkat perangkat perangkat perangkat
Pemerintah Daerah Keamanan Informasi daerah daerah daerah daerah
Provinsi
Penetapan Pola Hubungan Jumlah Kegiatan 10 190.000.000 15 500.000.000 17 800.000.000 42 1.490.000.000
Komunikasi Sandi Antar Operasionalisasi Jaring perangkat perangkat perangkat perangkat
Perangkat Daerah Provinsi Komunikasi Sandi Pemerintah daerah daerah daerah daerah
Daerah Provinsi
1 Operasionalisasi Jaring Jumlah Perangkat Daerah yang 10 190.000.000 15 500.000.000 17 800.000.000 42 1.490.000.000
Komunikasi Sandi Terhubung dalam Jaring perangkat perangkat perangkat perangkat
Pemerintah Daerah Komunikasi Sandi daerah daerah daerah daerah

Provinsi
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BAB VIl
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator :kinerja bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan tujuan penyelenggraran Pembangunan
Pemerintah Daerah, Indikator bertujuan sebagai alat ukur spesifik secara
kuantitatif dana tau dampak yang menggambarkan tingkat capaian hasil

kinerja suatu kegiatan.
Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPD

Tabel T-C.28

.. Kondisi
Kondisi Kinerja

Indikator Kinerja

Kinerja SKPD pada Target Capaian Setiap pada

yang awal Tahun akhir
Mengacu Indikator periode periode
pada Tujuan RPJMD RPIMD

dan Sasaran

RPJMD Tahun 0

1. Persentase khalayak yang 80 % 80% | 80% 80%
terpapar informasi terkait
program dan kebijakan
pemerintah daerah termasuk
konten tematik, dan agenda
prioritas Nasional) tema :
protokol kesehatan, vaksin,
stunting, dll) sesuai strategi
komunikasi

2. Persentase masyarakat 2% 2% 2% 2%
(termasuk ASN dan Pelaku
Usaha) yang mendapatkan
literasi dan/atau sosialisasi
SPBE yang difasilitasi oleh
Dinas

3. Persentase Organisasi 91 % 92 % 93% 93 %
Perangkat Daerah (OPD)
yang menyampaikan

metadata sektoral sesuai

standar
4. Jumlah lulusan peningkatan 5 orang 10 15 30
kompetensi SDM pengelola orang | orang orang

keamanan siber




BAB VIl
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 merupakan serangkaian rencana
tindakan dalam rangka mempertajam arah kebijakan program / kegiatan Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 - 2026 sesuai
dengan perkembangan dinamika yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk
menyelaraskan  program / kegiatan, penganggaran dan evaluasi yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan organisasi ke

depan.

Untuk itu, dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun
2024 -2026 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam
mengimplementasikan program / kegiatan Informatika Provinsi Sumatera Utara

secara baik, transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan, dengan harapan dapat berjalan dengan baik

dan memperoleh hasil yang optimal.

Medan, 5 Desember 2023

KEPALA DI UNIKASI DAN INFORMATIKA
MATERA UTARA
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